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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 LATAR BELAKANG 

Secara umum, pengangguran dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan 

dimana seorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja (labour force) tidak 

memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Masalah 

pengangguran secara terbuka maupun terselubung, menjadi pokok permasalahan 

dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Berhasil atau tidaknya 

suatu usaha untuk menanggulangi masalah besar ini akan mempengaruhi 

kestabilan sosial politik dalam kehidupan masyarakat dan kontinuitas dalam 

pembangunan ekonomi jangka panjang. 

Rendahnya taraf hidup masyarakat di suatu negara termasuk Indonesia 

sebagai salah satu negara berkembang adalah penggunaan tenaga kerja yang tidak 

sesuai dan tidak efisien dibanding negara maju. ini terwujud dengan semakin 

meningkatnya pengangguran dari tahun ke tahun dalam bentuk pengangguran 

semu (under employment) yang ditujukkan oleh orang pedesaan dan perkotaan 

yang bekerja baik (harian, mingguan atau musiman). Pengangguran semu ini juga 

termasuk mereka yang bekerja secara penuh (full time) tapi produktifitasnya 

rendah sedangkan pengangguran terbuka (open employment) orang yang mampu 

dan sangat ingin bekerja tetapi tidak ada pekerjaan yang tersedia. 

Tingkat pengangguran merupakan salah satu indikator untuk melihat 

pembangunan ekonomi suatu negara. Tingginya tingkat pengangguran dalam 
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suatu negara dapat membawa dampak negatif terhadap perekonomian negara 

tersebut. Menurut Alghofari(2010), pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari 

tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya 

lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang 

cenderung kecil presentasenya. Angka pengangguran yang rendah dapat 

mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang baik, serta dapat mencerminkan 

adanya peningkatan kualitas taraf hidup penduduk dan peningkatan pemerataan 

pendapatan, dan oleh karena itu kesejahteraan penduduk menjadi meningkat. 

Berikut adalah data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut 

provinsi di Indonesia pada tahun 2010-2014 : 
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Tabel 1.1 

Angka pengangguran di Indonesia periode tahun 2010 – 2014 

2010 2011 2012 2013 2014

Aceh 8,37 7,43 9,06 10,12 9,02

Sumatera Utara 7,43 6,37 6,28 6,45 6,23

Sumatera Barat 6,95 6,45 6,65 7,02 6,50

Riau 8,72 5,32 4,37 5,48 6,56

Jambi 5,39 4,02 3,20 4,76 5,08

Sumatera Selatan 6,65 5,77 5,66 4,84 4,96

Bengkulu 4,59 2,37 3,62 4,61 3,47

Lampung 5,57 5,78 5,20 5,69 4,79

Kepulauan Bangka Belitung 5,63 3,61 3,43 3,65 5,14

Kepulauan Riau 6,90 7,80 5,08 5,63 6,69

DKI Jakarta 11,05 10,80 9,67 8,63 8,47

Jawa Barat 10,33 9,83 9,08 9,16 8,45

Jawa Tengah 6,21 5,93 5,61 6,01 5,68

DI Yogyakarta 5,69 3,97 3,90 3,24 3,33

Jawa Timur 4,25 4,16 4,11 4,30 4,19

Banten 13,68 13,06 9,94 9,54 9,07

Bali 3,06 2,32 2,10 1,83 1,90

Nusa Tenggara Barat 5,29 5,33 5,23 5,30 5,75

Nusa Tengggara Timur 3,34 2,69 3,04 3,25 3,26

Kalimantan Barat 4,62 3,88 3,54 3,99 4,04

Kalimantan Tengah 4,14 2,55 3,14 3,00 3,24

Kalimantan Selatan 5,25 5,23 5,19 3,66 3,80

Kalimantan Timur 10,10 9,84 9,02 7,95 7,38

Kalimantan Utara 
3 - - - - -

Sulawesi Utara 9,61 8,62 7,98 6,79 7,54

Sulawesi Tengah 4,61 4,01 3,95 4,19 3,68

Sulawesi Selatan 8,37 6,56 6,01 5,10 5,08

Sulawesi Tenggara 4,61 3,06 4,14 4,38 4,43

Gorontalo 5,16 4,26 4,47 4,15 4,18

Sulawesi Barat 3,25 2,82 2,16 2,35 2,08

Maluku 9,97 7,38 7,71 9,91 10,51

Maluku Utara 6,03 5,55 4,82 3,80 5,29

Papua Barat 7,68 8,94 5,42 4,40 5,02

Papua 3,55 3,94 3,71 3,15 3,44

Indonesia 7,14 6,56 6,13 6,17 5,94

Provinsi
Tingkat Pengangguran Terbuka

 

Catatan: 1 Merupakan hasil backcasting dengan menggunakan penimbang proyeksi penduduk tahun 2010–2035 

 

2 Menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk tahun 2010–2035 

   

 

3 Data Tahun 2013 dan 2014 masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur 

  

 

Data dikutip dari publikasi Statistik Indonesia  

      Sumber: (BPS,2015) 
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Berdasarkan data diatas dapat di ketahui pengangguran tertinggi pada 

tahun 2014 adalah di Provinsi Maluku sedangkan Provinsi Banten berada pada 

urutan kedua, masalah pengangguran yang terjadi pada setiap provinsi Pada setiap 

tahunnya mengalami naik turun di setiap provinsi menjadi masalah serius yang 

harus diatasi baik itu oleh pemerintah atau pihak yang terkait. 

Masalah pengangguran ini tidak lepas dari masalah ekonomi lainnya sepeti 

inflasi, pertumbuhan ekonomi dan fluktuasi nilai rupiah (Arsyat,1997;9). 

Dinegara yang sedang berkembang seperti Negara kita ini yang sebagian besar 

masyarakatnya hidup dalam kemiskinan maka perlu adanya perbaikan hidup agar 

masyarakat menjadi lebih giat dalam membangun bangsanya agar pembangunan 

dapat lebih efektif dan dapat mengejar ketinggalan dari masyarakat di Negara lain 

yang lebih maju.  

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting dalam 

menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang 

hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu 

daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus 

menunjukkan peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian negara atau 

wilayah tersebut berkembang dengan baik. Sebaliknya apabila suatu 

perekonomian tersebut tidak dapat berkembang dengan baik, hal terburuk yang 

akan muncul salah satunya adalah masalah pengangguran. Pertumbuhan ekonomi 

suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan 

menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang 

dengan baik (Amir,2007). 
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Dibawah ini adalah data PDRB per kapita atas dasar harga konstan dari 

tahun 2010 menurut Provinsi,2010-2014 : 

Tabel 1. 2 

Produk Domestik Bruto Perkapita atas dasar harga konstan 2010 

menurut provinsi (Ribu rupiah), 2010 -2014. 

2010 2011 2012 2013 2014

ACEH 22450.14 22704.80 23099.13 23277.74 23199.49

SUMATERA UTARA 25412.07 26711.24 28036.88 29343.04 30482.59

SUMATERA BARAT 21584.91 22638.75 23744.01 24844.62 25963.24

RIAU 69701.03 71637.89 72396.34 72300.12 72331.01

JAMBI 29160.16 30856.66 32417.72 34085.91 36088.83

SUMATERA SELATAN 25932.00 27157.98 28577.89 29679.57 30627.55

BENGKULU 16463.68 17282.27 18143.51 18921.19 19631.40

LAMPUNG 19722.39 20739.31 21794.83 22772.78 23648.76

KEP. BANGKA BELITUNG 28906.78 30212.18 31172.42 32086.91 32868.70

KEP. RIAU 65703.34 68024.21 70930.00 73674.03 76753.11

DKI JAKARTA 111528.86 117672.92 123962.38 130110.55 136407.58

JAWA BARAT 20974.94 21976.53 23036.00 24119.24 24961.05

JAWA TENGAH 19209.31 20053.80 20950.62 21852.22 22858.32

DI YOGYAKARTA 18652.97 19387.45 20183.88 21040.36 21873.72

JAWA TIMUR 26371.10 27864.26 29508.40 31093.39 32703.80

BANTEN 25397.65 26548.94 27716.47 29034.51 29961.85

BALI 23992.63 25265.96 26689.58 28131.09 29666.48

NUSA TENGGARA BARAT 15527.41 14705.77 14276.69 14807.47 15351.54

NUSA TENGGARA TIMUR 9316.79 9675.89 10030.98 10398.18 10742.42

KALIMANTAN BARAT 19510.07 20227.16 21062.22 21969.80 22707.79

KALIMANTAN TENGAH 25455.05 26588.90 27749.01 29110.59 30220.97

KALIMANTAN SELATAN 23418.47 24567.52 25547.77 26431.39 27230.80

KALIMANTAN TIMUR 116946.31 121196.23 124501.88 132813.96 132628.18

KALIMANTAN UTARA - - - 77305.40 77131.48

SULAWESI UTARA 22707.79 23812.97 25145.96 26445.92 27804.68

SULAWESI TENGAH 19558.53 21105.70 22724.47 24481.12 25316.32

SULAWESI SELATAN 21306.72 22769.19 24507.17 26086.94 27760.85

SULAWESI TENGGARA 21573.11 23338.07 25489.79 26817.47 27898.88

GORONTALO 14811.95 15687.65 16650.27 17640.56 18627.37

SULAWESI BARAT 14755.47 16023.44 17169.06 18010.31 19211.14

MALUKU 11951.84 12477.19 13129.11 13574.04 14230.08

MALUKU UTARA 14361.54 14994.63 15691.01 16334.50 16872.31

PAPUA BARAT 54049.32 54539.86 55047.84 57595.40 59156.84

PAPUA 38785.11 36383.24 36280.03 38393.76 38891.99

INDONESIA 28778.17 30112.37 31519.93 32874.76 34127.72

Provinsi

Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita ( Ribu Rupiah )
Harga Konstan 2010

Sumber: (BPS,2015) 
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Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa angka PDRB perkapita 

yang tertinggi pada tahun 2014 adalah Provinsi DKI Jakarta disusul Provinsi 

Kalimantan Timur pada urutan kedua. Masalah PDRB perkapita berkaitan dengan 

rendahnya pendapatan yang berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, 

rendahnya investasi berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses 

penciptaan lapangan kerja rendah yang berakibat tingginya pengangguran menjadi 

masalah serius yang harus diatasi baik itu oleh pemerintah atau pihak yang terkait. 

Kelangkaan modal juga merupakan masalah yang dihadapi negara sedang 

berkembang dalam membangun perekonomiannya. Kelangkaan modal antara lain 

disebabkan oleh kurangnya investasi. Investasi merupakan faktor yang penting 

karena adanya investasi berarti akan meningkatkan ketersediaan modal untuk 

membangun perekonomian. Baik berupa fisik maupun kegiatan non fisik. Teori 

Harrod Domar (Mulyadi, 2003), dalam teorinya berpendapat bahwa investasi 

tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. 

Artinya dengan semakin besar kapasitas produksi maka akan membutuhkan 

tenaga kerja yang semakin besar pula sehingga pengangguran menjadi menurun 

karena adanya penyerapan tenaga kerja tersebut dan kesejahteraan masyarakat 

akan meningkat. 
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Berikut adalah tabel tentang investasi per Provinsi dari tahun 2010-2014 : 

Tabel 1.3 

Investasi per Provinsi (Milyar Rupiah), 2010-2014 

2010 2011 2012 2013 2014

ACEH 40,90 259,40 60,20 3.636,40 5.110,30

SUMATERA UTARA 662,70 1.673,00 2.550,30 5.068,90 4.223,90

SUMATERA BARAT 73,80 1026,2 
r 885,30 677,80 421,10

RIAU 1.037,10 7.462,60 5450,4 
r 4.874,30 7.707,60

JAMBI 166,90 1370,4 
r 43,50 417,70 28,50

SUMATERA SELATAN 223,30 2134,9 
r 1.445,70 2.799,60 908,00

BENGKULU 1.738,40 1.068,90 2.930,60 3.396,00 7.042,80

LAMPUNG 0,40 514,40 533,50 608,20 615,50

KEP. BANGKA BELITUNG 8,50 - 52,60 109,60 7,80

KEP. RIAU 272,30 824,4 
r 304,20 1.325,30 3.495,70

DKI JAKARTA 4.598,50 9.256,40 8.540,10 5.754,50 17.811,50

JAWA BARAT 15.799,80 11.194,30 11.384,00 9.006,10 18.726,90

JAWA TENGAH 5.852,50 4.298,60 5.117,50 4.008,70 8.081,30

DI YOGYAKARTA 795,40 2737,8 
r 5.797,10 12.593,60 13.601,60

JAWA TIMUR 10,00 1,60 334,00 283,80 703,90

BANTEN 8.084,10 9.687,50 21.520,30 34.848,90 38.132,00

BALI 313,4 313,4 
r 3108 2984,7 252,8

NUSA TENGGARA BARAT 1805,8 42,3 45,4 1398 212,5

NUSA TENGGARA TIMUR 0,1 1 14,4 17,6 3,6

KALIMANTAN BARAT 1171,7 1404 2811 2522,1 4320,8

KALIMANTAN TENGAH 3507,7 3376 4529,6 1835,3 980,4

KALIMANTAN SELATAN 2015 2118,3 
r 3509,8 8299,2 2616,5

KALIMANTAN TIMUR 7881,3 6569,1 5889,3 16034,6 
r 12859

KALIMANTAN UTARA - - - 22,4 
r 642,8

SULAWESI UTARA 95,8 331,6 678,5 66,8 83

SULAWESI TENGAH 16,7 11,8 164,9 84,4 45,1

SULAWESI SELATAN 153,6 2620,2 602,8 605,3 95,8

SULAWESI TENGGARA 3212,3 3986,3 
r 2318,9 921 4949,6

GORONTALO 840 218,6 
r 228,6 685,1 690,1

SULAWESI BARAT 19,2 59,0 
r 907,3 1261,6 1249,9

MALUKU - 0,1 3,4 - -

MALUKU UTARA - 13,5 320,5 1114,9 156,3

PAPUA BARAT 178 1378,9 
r 54,7 584,3 249,9

PAPUA 51,3 47,2 
r 45,8 304 100

INDONESIA 60.626,30 76 000,7 
r 92.182,00 128.150,60 156.126,30

Provinsi
Investasi (Milyar Rupiah)

Sumber: (BPS,2015) 
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Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa penyumbang investasi 

terbesar pada tahun 2014 adalah Provinsi Banten sebesar 38.132,00 (milyar 

rupiah),sedangkan Provinsi Jawa Barat berada pada urutan kedua sebesar 

18.726,90 (milyar rupiah). 

Menurut Mankiw (2000), upah merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi tingkat pengangguran. Penetapan tingkat upah yang dilakukan 

pemerintah pada suatu negara akan memberikan pengaruh terhadap besarnya 

tingkat pengangguran yang ada. Semakin tinggi besaran upah yang ditetapkan 

oleh pemerintah maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan jumlah orang 

yang bekerja pada negara tersebut. 

Di sisi lain, untuk pihak pekerja, upah merupakan sumber penghasilan 

bagi dirinya dan keluarganya, dan dengan demikian juga menjadi sumber 

pembelanjaan masyarakat. Tinggi rendahnya tingkat upah/gaji langsung 

menyangkut pribadi manusia, harga diri, dan statusnya dalam masyarakat, serta 

merupakan faktor penting yang menentukan taraf hidup masyarakat sebagai 

keseluruhan. 

Menurut Boediono (1991), upah minimum regional merupakan upah 

minimal yang diterima pekerja dan harus dibayarkan oleh perusahaan kepada 

pekerja yang ditetapkan oleh pemerintah di suatu daerah. Sedangkan upah rata-

rata propinsi adalah jumlah rata-rata upah minimum di seluruh provinsi. 

Berikut ini data upah minimum di Indonesia pada tahun 2010-2014 : 
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Tabel 1.4 

Upah Minimum Provinsi per Bulan Menurut Provinsi (Rupiah), 2010-2014 

2010 2011 2012 2013 2014

ACEH 1300000.00 1350000.00 1400000.00 1550000.00 1750000.00

SUMATERA UTARA 965000.00 1035500.00 1200000.00 1375000.00 1505850.00

SUMATERA BARAT 940000.00 1055000.00 1150000.00 1350000.00 1490000.00

RIAU 1016000.00 1120000.00 1238000.00 1400000.00 1700000.00

JAMBI 900000.00 1028000.00 1142500.00 1300000.00 1502300.00

SUMATERA SELATAN 927825.00 1048440.00 1195220.00 1630000.00 1825000.00

BENGKULU 780000.00 815000.00 930000.00 1200000.00 1350000.00

LAMPUNG 767500.00 855000.00 975000.00 1150000.00 1399037.00

KEP. BANGKA BELITUNG 910000.00 1024000.00 1110000.00 1265000.00 1640000.00

KEP. RIAU 925000.00 975000.00 1015000.00 1365087.00 1665000.00

DKI JAKARTA 1118009.00 1290000.00 1529150.00 2200000.00 2441301.00

JAWA BARAT 671500.00 732000.00 780000.00 850000.00 1000000.00

JAWA TENGAH 660000.00 675000.00 765000.00 830000.00 910000.00

DI YOGYAKARTA 745694.00 808000.00 892660.00 947114.00 988500.00

JAWA TIMUR 630000.00 705000.00 745000.00 866250.00 1000000.00

BANTEN 955300.00 1000000.00 1042000.00 1170000.00 1325000.00

BALI 829316.00 890000.00 967500.00 1181000.00 1542600.00

NUSA TENGGARA BARAT 890775.00 950000.00 1000000.00 1100000.00 1210000.00

NUSA TENGGARA TIMUR 800000.00 850000.00 925000.00 1010000.00 1150000.00

KALIMANTAN BARAT 741000.00 802500.00 900000.00 1060000.00 1380000.00

KALIMANTAN TENGAH 986590.00 1134580.00 1327459.00 1553127.00 1723970.00

KALIMANTAN SELATAN 1024500.00 1126000.00 1225000.00 1337500.00 1620000.00

KALIMANTAN TIMUR 1002000.00 1084000.00 1177000.00 1752073.00 1886315.00

KALIMANTAN UTARA - - - - -

SULAWESI UTARA 1000000.00 1050000.00 1250000.00 1550000.00 1900000.00

SULAWESI TENGAH 777500.00 827500.00 885000.00 995000.00 1250000.00

SULAWESI SELATAN 1000000.00 1100000.00 1200000.00 1440000.00 1800000.00

SULAWESI TENGGARA 860000.00 930000.00 1032300.00 1125207.00 1400000.00

GORONTALO 710000.00 762500.00 837500.00 1175000.00 1325000.00

SULAWESI BARAT 944200.00 1006000.00 1127000.00 1165000.00 1400000.00

MALUKU 840000.00 900000.00 975000.00 1275000.00 1415000.00

MALUKU UTARA 847000.00 889350.00 960498.00 1200622.00 1440746.00

PAPUA BARAT 1210000.00 1410000.00 1450000.00 1720000.00 1870000.00

PAPUA 1316500.00 1403000.00 1585000.00 1710000.00 1900000.00

INDONESIA 908824.00 988829.00 1088903.00 1296908.00 1506231.00

Provinsi
Upah Minimum Regional/Provinsi (Rupiah)

Sumber: BPS,2015 
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Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa angka upah yang tertinggi 

pada tahun 2014 adalah di Provinsi DKI Jakarta, sedangkan Provinsi Sulawesi 

utara dan Papua berada pada urutan kedua dengan UMR yang sama. Masalah 

upah merupakan permasalahan yang sangat penting bagi perusahaan maupun 

tenaga kerja, karena setiap kenaikan tingkat upah akan diikuti oleh turunnya 

tenaga kerja yang diminta, yang berarti akan menyebabkan bertambahnya 

pengangguran, sehingga menjadi masalah serius yang harus diatasi baik itu oleh 

pemerintah atau pihak yang terkait. 

Pengangguran di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong 

yang dalam latar belakang telah disinggung apa saja faktor yang mempengaruhi 

terjadinya pengangguran, maka berdasarkan paparan yang telah dijelaskan diatas  

peneliti  mengambil judul “Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi 

Pengangguran di Indonesia Periode Tahun 2010-2014” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

I.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh PDRB perkapita atas dasar harga konstan 2010 menurut 

Provinsi terhadap jumlah pengangguran di Indonesia? 

2. Bagaimana pengaruh tingkat investasi  terhadap jumlah pengangguran di 

Indonesia? 

3. Bagaimana pengaruh upah terhadap jumlah pengangguran di Indonesia? 

I.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh PDRB perkapita atas dasar harga konstan 2010 

terhadap jumlah pengangguran di Indonesia. 

2. Menganalisis pengaruh tingkat investasi terhadap jumlah pengangguran di 

Indonesia. 

3. Menganalisis pengaruh upah terhadap jumlah pengangguran di Indonesia. 
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I.4 MANFAAT PENELITIAN 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi pemerintah 

Sebagai referensi pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran di 

Indonesia serta bagi pihak-pihak seperti Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, dengan memberikan informasi tentang jumlah 

pengangguran di Indonesia serta faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhinya. 

2. Bagi penulis 

Penelitian ini merupakan penerapan dari teori-teori  akademis yang di 

peroleh selama studi di perguruan tinggi, juga sebagai tolak ukur pribadi 

tentang keilmuan yang di terima selama ini, sekaligus sebagai tugas akhir 

yang merupakan syarat dalam meraih gelar kesarjanaan dalam bidang 

ekonomi jurusan Ilmu Ekonomi di Universitas Islam Indonesia. 

 

I.5 SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Pembahasan  dalam  skripsi  ini  akan  disajikan  dalam  lima  bab  yang 

berurutan sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN  

Pada  bab  ini  menguraikan  latar  belakang  masalah,  rumusan  masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.  
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BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI  

  Pada  bab  ini  berisi kajian pustaka dan  uraian  tentang  teori-teori  yang 

berkaitan  dengan pengangguran, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan 

upah. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Pada bab ini menguraikan metode penelitian tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengangguran di Indonesia serta penggunaan alat analisis 

untuk pengolahan data. 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN  

Pada  bab  ini  berisi  tentang hasil uji model regresi panel,pengujian 

hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.  

BAB V  PENUTUP  

Pada  bab  ini  menguraikan  tentang kesimpulan, dan saran yang dapat 

diambil dari penelitian yang dilakukan serta keterbatasan pada penelitian 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 


